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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ &/ /DPMPTSP/X1/2019
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

4 KELOMPOK BERMAIN (KB) BINCARUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta

tanggal 07 Oktober 2019 Perihal Permohonan
Kajian Dinas Pendidikan Nomor

Menimbang : 3

lampirannya dari Saudara ISMAIL RUSTIADI
Perpanjangan 1zin Operasional dan berdasarkan
073/4345-Disdik tanggal 23 Oktober 2019 Kelompok Bermain
(KB) BINCARUNG dinyatakan me

menuhi syarat untuk menyelengarakan Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

ndan ) Pendidikan Nasional dipandang perlu
diterbitkan 1zin Peny garaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) BINCARUNG
yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peilayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

ng dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah

; _ Kabupaten dalam Lngkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenta

Republik_Indonesia Tahun 2003 Nomor
Nomor 4301); i

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
i Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
By Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

. Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat : 1.

ng Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
/8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

; ran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
) rﬂi:g?atlrfa Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
> Pe’apemtl:irggh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6. Peraturan Pemerintah Nomor ?;Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4750); I

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4864); g 4

Peratu ' Nomot .17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan p

B, pendkjriakgn P?r"fmngatahgn lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemennatah Nomor 66 tahun 201Q tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeienggaman
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Ta

(Lembaran

L]
)

(Lembaran Negara
Republik Indonesig

enyelengaraan

mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

; or idi Ik Indonesia N :

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republi Nomor 81 Tahun 201
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Ber_rta Negara Republik Indonesia tahun 201%
Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Heﬂter] Pendidikan dan Ki-‘.tmdaya an
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendinan Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
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